[ SALINAN ]

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan
dan antar jenis belanja, maka perlu dilakukan perubahan
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung
Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a,
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 telah mendapat evaluasi sesuai dengan
Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor
188.44/885/DPPKAD /2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dan
Rancangan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang....
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. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang....
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
Perubahan Atas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan....
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang
Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening
Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada
PDAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 280);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada
Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka
Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada
Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008
tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung
(Lembaran Daerah  Kabupaten Belitung Tahun 2008
Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Tahun 2010 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);

24. Peraturan....
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24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Tahun 2011 Nomor 16), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun
2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun
2015 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

Menetapkan :

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal....
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula
berjumlah Rp. 1.012.114.163.395,18 bertambah sejumlah Rp. 32.377.216.758,65
sehingga menjadi Rp. 1.044.491.380.153,83 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 902.801.566.602,35
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 18.443.253.950,65
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 921.244.820.553,00
2. Belanja
a. Semula Rp. 1.012.114.163.395,18
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 32.377.216.758,65
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.044.491.380.153,83
(-)
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan Rp. (123.246.559.600,83)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 112.874.020.195,83
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 17.730.772.808,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 130.604.793.003,83
b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 3.561.423.403,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.796.810.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 7.358.233.403,00

(-)
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 123.246.559.600,83
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp -

Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula Rp. 113.076.920.841,35
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.916.498.711,65

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan

Rp. 119.993.419.553,00

b. Dana....
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b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp. 639.807.133.309,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 48.002.836.691,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan
Rp. 687.809.970.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula Rp. 149.917.512.452,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (36.476.081.452,00)

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah Perubahan Rp. 113.441.431.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 41.431.236.466,35
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.415.043.533,65
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 47.846.280.000,00

b. Retribusi daerah
1) Semula Rp. 9.121.307.730,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 889.712.670,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 10.011.020.400,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1) Sejumlah Rp. 59.524.376.645,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (388.257.492,00)

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

setelah Perubahan Rp. 59.136.119.153,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari

jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula Rp. 58.242.170.309,00
2) Bertambah/(berkurang Rp.(14.156.688.309,00)
Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 44.085.482.000,00
b. Dana....
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b. Dana Alokasi Umum
1) Semula Rp. 479.789.103.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 479.789.103.000,00

c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula Rp. 101.775.860.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 62.159.525.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus

setelah Perubahan Rp. 163.935.385.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah
1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.796.810.000,00
Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp. 3.796.810.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula Rp -
2) Bertambah/(berkurang) Rp -
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp -

c. Dana Bagi Hasil Pajak
1) Semula Rp. 29.119.786.452,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.699.959.548,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 31.819.746.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 61.868.701.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.(61.868.701.000,00)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Setelah Perubahan Rp. -
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
1) Semula Rp. 29.299.250.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 19.050.850.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah

daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 48.350.100.000,00

f. Pendapatan....
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f. Pendapatan Lainnya

1) Semula Rp. 29.629.775.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (155.000.000,00)
Jumlah Pendapatan Lainnya Rp. 29.474.775.000,00
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp. 456.402.574.338,18
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.199.715.177,65

Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah Perubahan Rp. 464.602.289.515,83

b. Belanja Langsung
1) Semula Rp. 555.711.589.057,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 24.177.501.581,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 579.889.090.638,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
dari jenis belanja:
a. Belanja pegawai
1) Semula Rp. 351.920.606.087,64
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.480.508.928,19
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 361.401.115.015,83

b. Belanja bunga

1) Semula Rp. -
Bertambah /(berkurang) Rp. -
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan Rp. -

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 288.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (88.000.000,00)
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 200.000.000,00

d. Belanja hibah

1) Semula Rp. 12.597.856.500,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 992.400.000,00
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan Rp. 13.590.256.500,00
e. Belanja....
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e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 200.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Belanja bantuan sosial
setelah Perubahan Rp. 200.000.000,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. -

g. Belanja bantuan keuangan
1) Semula Rp. 88.396.111.750,54
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (685.193.750,54)

Jumlah Belanja bantuan keuangan

setelah Perubahan Rp. 87.710.918.000,00

h. Belanja tidak terduga
1) Semula Rp. 3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.500.000.000,00)

Jumlah Belanja tidak terduga
setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari
jenis belanja:
a. Belanja pegawai
1) Semula Rp. 74.367.382.529,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.282.764.956,00
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 75.650.147.485,00

b. Belanja barang dan jasa
1) Semula Rp. 231.270.831.663,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 17.687.598.550,00

Jumlah Belanja barang dan jasa

setelah Perubahan Rp. 248.958.430.213,00

c. Belanja modal
1) Semula Rp. 250.073.374.865,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.207.138.075,00
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan Rp. 255.280.512.940,00

Pasal....
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Pasal 4
(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 112.874.020.195,83
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 17.730.772.808,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 130.604.793.003,83

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 3.561.423.403,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.796.810.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 7.358.233.403,00

(3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis
penerimaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula Rp. 112.874.020.195,83
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 17.730.772.808,00
Jumlah SiLPA setelah Perubahan Rp. 130.604.793.003,83
b. Pencairan dana cadangan
1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Pencairan dana cadangan
setelah Perubahan Rp. -
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp . -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Hasil penjualan kekayaan Daerah

yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. -

d. Penerimaan pinjaman daerah
1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah

setelah Perubahan Rp. -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Penerimaan kembali pemberian

pinjaman setelah Perubahan Rp. -

f. Penerimaan....

C:\Program Files (x86)\PDFConuver ter\temp\NVDC\E053B1F6-526C-41E4-B1B5-2A60F2A9297B\ 136fdfdf-37d 1-4bff-b6a4-36d 17367e2e2file.doc

11



f. Penerimaan piutang daerah
1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan:
a. Pembentukan dana cadangan
1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Pembentukan dana cadangan

setelah Perubahan Rp. -

b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah
1) Semula Rp. 3.561.423.403,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.796.810.000,00

Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah

Daerah setelah Perubahan Rp. 7.358.233.403,00

c. Pembayaran pokok utang
1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Pembayaran pokok utang

setelah Perubahan Rp. -

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Pemberian pinjaman daerah
setelah Perubahan Rp
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran....
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3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya ysng
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

APBD.

Pasal 7

(1) Dalam Keadaan Darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan merubah
Peraturan Bupati, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan
APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat/mendesak;

e. keadaan....
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e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

f. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya
harus digunakan dalam tahun berjalan; dan

g. mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemeritah Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 5 Oktober 2016
BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan

pada tanggal 5 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

Ttd.
KARYADI SAHMINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IMAM FADLLI, S.H.
NIP. 197109152001121002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.7/2016)
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